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ABSTRAK 

 

Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan raknyat 

dan kualitas layanan publik. Pemekaran daerah Kota Sungai Penuh di sahkan 

melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota 

Sungai Penuh.Pasal Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa penyerahan aset dan 

dokumen dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejakpelantikan penjabat 

walikota. Rumusan permasalahan: (1) Bagaimanakah penyelesaian konflik aset 

daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh pasca pemekaran 

daerah?; (2) Mengapa penyelesaian konflik aset daerah antara Kabupaten Kerinci 

dengan Kota Sungai Penuh pasca pemekaran daerah mengalami kendala?; (3) 

Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari terkendalanya penyelesaian konflik 

aset daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh pasca 

pemekaran daerah?. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis 

sosiologis dan data penelitian adalah data primer dan data sekunder, dengan 

teknik studi dokumen dan wawancara mendalam, data dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian adalah: (1)Penyelesaian konflik aset daerah melalui mediasi dan 

koordinasi dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat; penyelesaian 

konflik melalui jalur hukum dengan melakukan uji materiUndang-Undang Nomor 

25 Tahun 2008; (2), Penyebab konflik adalah perbedaan penafsiran undang-

undang; (3), Konflik aset berdampak sosial, ekonomi, dan administrasi. 

 

Kata Kunci: Penyelesaian, Konflik,Aset, Pemekaran. 
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ABSTRACT 

 

Regional expansionaims to improve the welfare of the society and the 

quality of public services. The expansion of the Sungai Penuh City area was 

ratified through Act Number 25 of 2008 concerning the Establishment of the 

Sungai Penuh City. Article 13 paragraph (3) explains that the transfer of assets 

and documents is carried out no later than 5 (five) years after the inauguration of 

the acting mayor. The formulation of the problem: (1) How is the settlement of the 

regional asset conflict between Kerinci Regency and Sungai Penuh City after the 

regional expansion?; (2) Why is the settlement of the regional asset conflict 

between Kerinci Regency and Sungai Penuh City after the regional expansion 

experiencing problems?; (3) What are the impacts caused by the difficulties in 

resolving regional asset conflicts between Kerinci Regency and Sungai Penuh 

City after the regional expansion? This study uses a sociological juridical method 

approach and the research data are primary data and secondary data, with 

document study techniques and in-depth interviews, the data were analyzed 

descriptively. The results of the research are: (1) Settlement of regional asset 

conflicts through mediation and coordination with the provincial government, and 

the central government; conflict resolution through legal channels by conducting a 

judicial review of Law Number 25 of 2008; (2), the cause of the conflict is the 

difference in the interpretation of the law; (3) Asset conflicts have social, 

economic, and administrative impacts. 

 

Keywords: Settlement, Conflict, Assets, Expansion. 
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